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Kesan yang selalu muncul dalam perumusan RUU Keamanan Nasional dari sisi tataran kewenangan institusi dan aktor adalah RUU ini dirumuskan hanya untuk mengatur aktor-aktor keamanan yang secara legal dapat menggunakan instrumen kekerasan sebagai alat pemaksa. RUU Keamanan Nasional seringkali dipahami hanya untuk mengharmoniskan dan mensinkronisasikan antara UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Oleh sebab itu perlu ditegaskan bahwa RUU Keamanan nasional bukan hanya untuk mengatur TNI dan Polri tetapi berupa aturan yang jauh lebih luas, dan oleh karenanya menyangkut tataran kewenangan berbagai institusi dan aktor, yang tidak hanya terbatas pada TNI dan Polri. 

Pengaturan tentang TNI dan Polri hanya merupakan bagian kecil yang diatur dalam keseluruhan RUU ini. Simulasi terhadap beberapa studi kasus tentang tataran kewenangan menunjukkan bahwa tidak ada satu institusi yang bisa melakukan peran tunggal ketika bersinggungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Kasus-kasus yang disimulasikan menyangkut masalah Ambalat, penyadapan di beberapa kedutaan RI di luar negeri, kemungkinan pengiriman batalion pasukan perdamaian ke Libanon, masalah penanggulangan bencana alam, masalah keamanan maritim dan penaggulangan terorisme. Melalui simulasi tersebut, terlihat adanya kebutuhan akan keterlibatan berbagai insitusi dan aktor perlu ditata ulang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan.
Pada saat yang bersamaan juga harus diakui bahwa beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan memang membutuhkan beberapa perbaikan dan harmonisasi. Persoalan-persoalan yuridis antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya tidak bisa diselesaikan dengan Keppres atau PP tetapi harus diselesaikan dengan aturan hukum yang juga setingkat undang-undang. Selain itu, Tap MPR No. VI dan VII tahun 2000 kerap kali masih digunakan sebagai landasan hukum ketika berbicara menganai penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Sebenarnya, secara teoritis kedua nomenklatur ini (pertahanan dan pertahanan) tidak dapat disandingkan secara sejajar. Tap MPR No. I tahun 2003 menegaskan bahwa Tap-Tap MPR yang sudah direalisir dalam undang-undang menjadi tidak berlaku sepanjang pengaturan sudah cukup komprehensif, dengan pengeculaian beberapa hal yang belum cukup diatur. 

Hal paling mendasar yang dapat dicatat dari forum kali ini adalah pembahasan mengenai RUU Keamanan Nasional harus diakui merupakan regulasi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang cukup komprehensif untuk berdiskusi menyatukan pemikiran dan pemahaman pada tataran paradigma. Jika persolan pada tataran paradigma ini mampu diselesaikan, maka, akan cenderung lebih sederhana ketika penyusunan pasal per pasal dan ayat per ayat dalam RUU Keamanan Nasional yang dimaksud.
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